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1. Pembangunan — untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat dan mewujudkan
kepentingan umum — membutuhkan
tanah.

2. Tujuan Pengadaan Tanah (UU 2/2012):
menyediakan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan guna meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,
negara dan masyarakat dengan tetap
menjamin kepentingan hukum pihak yang
berhak
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3. Skema Umum Pengadaan Tanah

JENIS KEGIATAN PELAKSANA MEKANISME DASAR PELAKSANAAN
—> Pemerintah
Kepentingan Penetapan *UU 222012
—] P 9 > Pemerintah Daerah > pan 1 _f. Perpres (dalam
Umum Lokasi
perumusan)
BUMN/BUMD
—p!
dengan penugasan
* PP 38/2007
TANAH | Pemerintah/ 5| Penetapan | ] *PerkBPN 3/2007
Pemerintah Daerah Lokasi * PerKBPN 2/2011
* PP 38/2007
Kepentingan . . * PerKBPN 2/1999
> > > Iz —>
Lainnya Badan Hukum Izin Lokasi « PerKBPN 2/2011
* Hk. Keperdataan
Ly Masyarakat 5| Perolehan | J Hukum
Perorangan Langsung Keperdataan




4. Prinsip-~prinsip Perumusan UU 2/2012

a. Tanah untuk kepentingan umum harus
tersedia

b.Hak masyarakat diakui dan
diperlakukan secara adil

c. Spekulasi tanah teratasi

Dalam perumusan UU 2/2012, selain
prinsip di atas, juga memperhatikan:

a. Kesejarahan, politik, dan hukum
pertanahan nasional

b. Praktek-praktek pengadaan tanah di
negara lain




a. Tanah untuk kepentingan umum harus tersedia:
1) Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
2) Tanah untuk kepentingan umum adalah domain publik
3) Jaminan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

b. Hak masyarakat diakui dan diperlakukan secara adil:
1) Sistem ganti kerugian yang adil dan transparan, menggunakan
penilai independen dan profesional
2) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah
3) Lembaga keberatan lokasi pembangunan dan nilai ganti kerugian.

c. Spekulasi tanah teratasi:
1) Keterbukaan dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah
2) Determinasi waktu dan proses pelaksanaan pengadaan tanah
3) Nilai ganti kerugian mengacu pada nilai saat penetapan lokasi.




5. Sistematika UU 2/2012:

Bab I
Bab I1
Bab III
Bab IV

Bab V
Bab VI

Ketentuan Umum

Asas dan Tujuan

Pokok-~pokok Pengadaan Tanah
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
» Perencanaan

«* Persiapan

* Pelaksanaan

«* Penyerahan Hasil

Sumber Dana Pengadaan Tanah
Hak, Kewajiban dan Peranserta
Masyarakat

Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup



B. POKOK-~POKOK PENGADAAN
TANAH

1. Pemerintah dan atau Pemda menjamin
tersedianya tanah dan pendanaan untuk
kepentingan umum

2. Pihak yang berhak wajib melepas
tanahnya setelah menerima ganti
kerugian

3. Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum diselenggarakan oleh Pemerintah




. Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum diselenggarakan sesuai dengan:
a.Rencana Tata Ruang Wilayah

b.Rencana Pembangunan Nasional/Daerah
c. Rencana Strategis; dan

d.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Instansi
yang memerlukan tanah

Khusus untuk infrastruktur minyak, gas
dan panas bumi, hanya disyaratkan
Rencana Strategis dan RKP Instansi.

. Pengadaan tanah diselenggarakan
melalui perencanaan dengan
melibatkan semua pengampu dan
pemangku kepentingan.



6. Pihak yang berhak dan pihak yang
menguasai obyek pengadaan tanah
wajib mematuhi ketentuan UU ini

7. Penyelenggaraan pengadaan tanah
memperhatikan keseimbangan
pembangunan dan kepentingan
masyarakat

8. Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum dilaksanakan dengan pemberian
ganti kerugian yang layak dan adil.




CJENIS KEPENTINGAN UMUM

1. Pertahanan dan keamanan nasional;

2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur

kereta api, stasiun kereta api, dan
fasilitas operasi kereta api;

3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi,
saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan
bangunan pengairan lainnya;

4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas
bumi;

6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan,
dan distribusi tenaga listrik;

7. Jaringan telekomunikasi dan
informatika Pemerintah;

8. Tempat pembuangan dan pengolahan
sampah,;

9. Rumabh sakit Pemerintah/Pemda;

10. Fasilitas keselamatan umum;

11. Tempat pemakaman umum
Pemerintah/Pemda;

12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan
ruang terbuka hijau publik;

13. Cagar alam dan cagar budaya;
14. Kantor Pemerintah/Pemda/Desa;

15. Penataan permukiman kumuh
perkotaan dan/atau konsolidasi tanah,
serta perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan status
sewa;

16. Prasarana pendidikan atau sekolah
Pemerintah/Pemda;

17. Prasarana olahraga Pemerintah/
Pemda; dan

18. Pasar umum dan lapangan parkir
umum.




D.PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum wajib diselenggarakan oleh
Pemerintah dan selanjutnya tanahnya
dimiliki Pemerintah atau Pemda; apabila
instansi yang memerlukan tanah adalah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
tanahnya menjadi milik BUMN

2. Pembangunan untuk kepentingan
umum wajib diselenggarakan oleh
Pemerintah dan dapat bekerja sama
dengan BUMN, BUMD atau badan
usaha swasta. 11




3. Tahapan Pengadaan Tanah

_Dokumen
I?erencgnaan _Konsultasi Publik :
(|nstan|5| iz/ang (instansi dan Penetapan Nilai 1
gi;nhe)ru o Pemprov) . - Ganti Kerugian :

Penetapan Lokasi (penilai independen) _Instansi yang

(Gubernur) P P memerlukan
Perolehan Tanah tanah
(Lembaga Pertanahan)




a.Perencanaan Pengadaan Tanah

1) Dituangkan dalam Dokumen
Perencanaan yang berisi:

* Maksud dan tujuan rencana
pembangunan;

» Kesesuaian dengan RTRW dan rencana
pembangunan nasional dan daerah;

» Letak dan luas tanah yang dibutuhkan;

* Gambaran umum status tanah;

= Perkiraan waktu pelaksanaan
pengadaan tanah dan pembangunan;

= Perkiraan nilai tanah dan rencana

penganggaran.
13




2) Dokumen Perencanaan disusun
instansi yang memerlukan tanah
berdasarkan hasil studi kelayakan.

3) Instansi:

Lembaga Negara

Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota

Badan Hukum Milik Negara/Badan
Usaha Milik Negara yang mendapat
Penugasan Khusus dari Pemerintah.
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CONTOH PERENC!
PENGADAAN TANAT

Jalan Tol melewati:

1. Tanah Masyarakat

2. Kawasan Hutan

3. Pertambangan

4. Transmigrasi

5. BUMN/BUMD

6. BMN/BMD sl

7. Lainnya Tambang
KAWASAN | Transmigrasi
(NON KAWAS “N_ Tanah

Masyarakat
BUMN/BUMD

BMN/BMD 15



PERENCANAAN

PENGADAAN TANAH | rww

Infrastruktur
migas atau panas
bumi?

Rencana
Strategis
v
Di sudi | | Foas
Kerja Instansi Kelayakan \(RPﬂ)’_
T Penetapan
PERENCANAAN rencana oleh
7.3 Instansi
Dokumen
Perencanaan

Pemerintah
Provinsi

EE—




b. Persiapan Pengadaan Tanah
1) Pemberitahuan rencana pembangunan

2) Pendataan awal (30 hari kerja):

» Pihak yang berhak: yang menguasai
atau memiliki objek pengadaan tanah

* Objek pengadaan tanah: tanah, ruang
atas dan bawah tanah, bangunan,
tanaman dan benda lainnya yang terkait
dengan tanah dan dapat dinilai

3) Konsultasi Publik (60 hari kerja)

Apabila belum tercapai kesepakatan
lokasi, dapat diulang selama 30 hari kerja
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4) Pengajuan keberatan:

Gubernur membentuk Tim Pengkajian

untuk menerima/menolak keberatan

(14 hari kerja), yang beranggotakan:

= Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat
yang ditunjuk (Ketua);

» Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional (Sekretaris);

* Instansi yang menangani urusan bidang
perencanaan pembangunan daerah;

* Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

* Bupati/Walikota atau pejabat yang
ditunjuk; dan
* Akademisi.
18



5) Penetapan Lokasi:

Ditetapkan Gubernur (14 hari kerja)

Berlaku 2 (dua) tahun, dapat
diperpanjang 1 (satu) tahun; apabila
setelah berakhir masih ada sisa tanah,
dilakukan proses ulang Penetapan Lokasi

Penetapan Lokasi diumumkan Gubernur
dan instansi yang memerlukan tanah

6) Keberatan Penetapan Lokasi:

Diajukan ke PTUN max. 30 hari kerja
setelah pengumuman Penetapan Lokasi

PTUN memutuskan dalam 30 hari kerja

Keberatan atas putusan PTUN diajukan
kepada MA (kasasi) max. 14 hari kerja

MA memutuskan max. 30 hari kerja
19



Instansi Penetapan Lokasi PTUN
PERSIAP AN >|  mengajukan oleh Gubernur (max. 30 HK)
Penetapan Lokasi (max. 14 HK)
PENGADAAN TANAH
Berita Acara Pengumuman Dikabulkan?
Kesepakatan Y Penetapan Lokasi -
PERENCANAAN . Lokasi /
\ /
< Konsultasi
Pemberitahuan % publik Ulan
Rencana Pengadaan| 9
(max. 30 HK)
Tanah
SK Gubernur
Pendataan Awal Ko::;lit:si Masih ada ———
max. 30 HK eberata
( ) (max. 60 HK) , Rekomendasi
¥ Tim
———
Pengkajian Tim A Instansi
(dibentuk Gubernur) : <
PERENCANAAN mengajukan  [<
— i S jokasi lain
. = s

L
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L)

T L

F T -

-



c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1) Tahapan pelaksanaan:

= [nventarisasi dan identifikasi P4T

(penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah)

* Penilaian ganti kerugian
* Musyawarah penetapan ganti kerugian
* Pemberian ganti kerugian.
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2) Setelah Penetapan Lokasi, pihak yang
berhak hanya dapat mengalihkan hak

atas tanahnya kepada instansi melalui
lembaga pertanahan

3) Peralihan hak dilakukan dengan
memberikan ganti kerugian yang
nilainya ditetapkan saat nilai
pengumuman Penetapan Lokasi
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4) Inventarisasi dan identifikasi P4T (max. 30 hari kerja):

a) Meliputi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah;

dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan
tanah

b) Hasil inventarisasi wajib diumumkan dalam 14 hari kerja di
Kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan tempat pengadaan
tanah

¢) Keberatan terhadap hasil inventarisasi diajukan dalam 14 hari
kerja, untuk dilakukan verifikasi dan perbaikan

d) Hasil yang telah diumumkan atau diverifikasi dan diperbaiki




5) Penilaian Ganti Kerugian:
a) Lembaga pertanahan menetapkan Penilai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b) Penilai bertanggungjawab atas penilaian yang dilaksanakannya;
pelanggaran kewajiban penilai dikenakan sanksi administratif
dan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

¢) Penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan bidang per bidang
tanah, meliputi tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan,
tanaman dan benda lainnya yang terkait dengan tanah, serta

kerugian lainnya yang dapat dinilai, dengan

mengacu pada nilai saat Penetapan Lokasi




d) Hasil penilaian disampaikan kepada lembaga pertanahan, sebagai
dasar musyawarah penetapan bentuk dan nilai ganti kerugian.

e) Bentuk ganti kerugian: uang, tanah pengganti, permukiman

kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh
kedua belah pihak.

f) Apabila sisa dari bidang tanah yang terkena pengadaan tanah
tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan
penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian
secara utuh atas bidang tanahnya




6) Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

a) Musyawarah untuk menyepakati bentuk dan besarnya ganti
kerugian dilaksanakan maksimal 30 hari kerja.

b) Pengajuan keberatan hasil musyawarah kepada Pengadilan Negeri
setempat paling lambat 14 hari kerja setelah musyawarah;
keputusan pengadilan dalam waktu 30 hari kerja.

¢) Pihak yang keberatan atas putusan PN dapat mengajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari kerja; keputusan
MA dalam waktu 30 hari kerja.

d) Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau nilai
ganti kerugian, tidak mengajukan keberatan, karena hukum
dianggap menerima bentuk dan atau besar ganti kerugian.




7) Pemberian Ganti Kerugian
a) Diberikan secara langsung kepada pihak yang berhak.

b) Setelah menerima ganti kerugian, pihak yang berhak wajib:
» Melakukan pelepasan hak

* Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek
pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah
melalui lembaga pertanahan.

¢) Bukti yang diserahkan merupakan satu-satunya alat bukti yang
syah menurut hukum dan tidak dapat diganggu-gugat; pihak yang
berhak menerima ganti kerugian bertanggungjawab atas
kebenaran dan keabsahannya (pelanggaran dikenai sanksi pidana)

d) Tuntutan atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan,
menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti
kerugian.




e) Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri:

* Ganti kerugian hasil musyawarah atau putusan Pengadilan
Negeri/ Mahkamah Agung ditolak pihak yang berhak

* Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui
keberadaannya

* Objek pengadaan tanah:
» sedang menjadi obyek perkara di pengadilan
» masih dipersengketakan kepemilikannya
 diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang
* menjadi jaminan di bank.

f) Setelah pemberian/penitipan ganti kerugian:
= kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang Berhak hapus
» alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan
* tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.




PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL DATAN

Hasil Penilaian Objek Penyerahan hasil Perwujudan Mulai pembangunan

Pengadaan Tanah penilaian kepada | [Kepentingan
- lembaga pertanahan Umum || Pendaftaran tanah J
(sertipikat hak) Penyerahan

Penilaian Objek Hasil
PERSIAPAN Pa:gadaan%;:ah Musyawarah BeritaAcara | | Pengadaan
bentuk dan nilai ganti Kesepakatan Tanah
kerugian (max 30 HK) oleh Lembaga
Pengajuan pengadaan Penetapan dan \J,:l/— Pertanahan
tanah instansi kepada pengumuman Penilai : Pemberian
Kanwil BPN Provinsi (Kanwil BPN Provinsi) Pengadilan Ganti Kerugian Pelepasan
Negeri (30 HK) secara langsung kepada Hak
2o oo pihak yang berhak
Inventarisasi dan Penetapan Pihak yang
identifikasi P4T Berhak dan Objek
(max. 30 HK) Pengadaaan Tanah Bentuk Penitipan
dan nilai ganti Ganti
Hasil Inventarisasi kemgian bisa d:(:er:ggadiaﬂgm
w diterima Negeri
Pengumuman Hasil _
Inventarisasi dan PELEPASAN Verifikasi dan Mahkamah . y| Instansi
|dentifikasi (14 HK) TANAH INSTANSI| | Perbaikan (14 HK) Agung (30 HK) Dikabulkan? melaksanakan




8) Ganti Kerugian Tanah Instansi Pemerintah

a) Objek pengadaan tanah:
= Objek BMN/BMD
* QObjek yang dikuasai pemerintah
* Dimiliki/dikuasai BUMN/BUMD

b) Pelepasan obyek pengadaan tanah instansi Pemerintah tidak
diberikan ganti kerugian, kecuali:

* Objek BMN/BMD atau obyek yang dikuasai Pemerintah yang
telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk
penyelenggaraan tugas pemerintahan;

* Objek BUMN/BUMD, dan atau

* QObjek tanah kas desa




¢) Bentuk Ganti Kerugian:
* Tanah dan atau bangunan atau relokasi bagi objek BMN/BMD
dan kas desa
* Bagi objek BUMN/BUMD, dapat dalam bentuk uang, tanah
pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau
bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

d) Besar ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian
oleh penilai.




9) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah

a) Pelepasan objek pengadaan tanah yang dimiliki Pemerintah
(BMN/D) dilakukan berdasahkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur pengelolaan BMN/D

b) Pelepasan objek pengadaan tanah yang dikuasai pemerintah atau
dikuasai/dimiliki oleh BUMN/BUMD dilakukan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pelepasannya
dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi
pelimpahan kewenangan untuk itu.




¢) Pelepasan obyek pengadaan tanah instansi pemerintah
dilaksanakan paling lama 60 hari kerja sejak Penetapan Lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum

d) Apabila pelepasan belum selesai dalam waktu 60 hari kerja,
tanahnya dinyatakan telah dilepas dan menjadi tanah negara
dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum

e) Pejabat yang tidak berhasil melepaskan objek pengadaan tanah
dalam 60 hari kerja sejak Penetapan Lokasi, dikenakan sanksi
administratif




GANTI RUGI DAN PELEPASAN TANAH INSTANSI

Hasil inventarisasi
objek pengadaan
tanah instansi

Pemerintah

\_/-

Penilaian

)

Pelepasan sesuai
peraturan
perundangan
BMN/BMD

Pemberian
Ganti Kerugian

Penyerahan
Hasil

Pelepasan
berdasarkan
UU 2/2012




d.Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1) Lembaga pertanahan menyerahkan

hasil pengadaan tanah kepada instansi
setelah:

* Pemberian ganti kerugian kepada pihak
yang berhak dan pelepasan hak
* Penitipan ganti kerugian telah di

Pengadilan Negeri (bagi yang menolak
hasil musyawarah atau putusan

Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung)
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2) Setelah penyerahan hasil:

= Kegiatan pembangunan dapat langsung
dilaksanakan.

* Instansi wajib memohon hak atas tanah.
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3. Pemantauan dan evaluasi:

* Terhadap penyelenggaraan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum,
dilakukan oleh Pemerintah.
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* Terhadap hasil penyerahan pengadaan

tanah yang telah diperoleh, dilakukan
oleh lembaga pertanahan.
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4) Pengadaan Tanah dalam Kondisi Mendesak
a) Keadaan Mendesak: akibat bencana alam, perang, konflik sosial
yang meluas dan wabah penyakit.
b) Tahapan:
* Pemberitahuan kepada yang berhak
* Penetapan Lokasi

* Instansi dapat langsung melaksanakan pembangunan

= Instansi tetap dapat melakukan pembangunan walaupun ada
keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah




PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DALAM KEADAAN MENDESAK

Pelaksanaan
» Pengadaan
Tanah

Pemberitahuan Y
Keadaan | Penetapan _

/L> kepada Pihak > > Pembangunan
/ Mendesak yang Berhak Lokasi

- N st _———;Fﬁ ¥
sesswer nssurtews (SILGEET JIIEES



E. SUMBER DANA
PENGADAAN TANAH

1. Sumber dana pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum
berasal dari APBN dan/atau APBD

2. Dalam hal instansi adalah BUMN/
BUMD dengan penugasan, sumber dana
berasal dari internal perusahaan atau
sumber lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-~undangan

3. Jaminan ketersediaan pendanaan
pengadaan tanah dialokasikan oleh
Instansi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 38




4. Dana pengadaan tanah meliputi:
a. perencanaan;

. persiapan;

pelaksanaan;

penyerahan hasil;

administrasi dan pengelolaan; dan

- 0 Q0 o

sosialisasi.

5. Pendanaan pengadaan tanah dilakukan
oleh instansi dan dituangkan dalam
dukumen penganggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.

6. Mekanisme pelaksanaan pendanaan

diatur dengan Peraturan Presiden. 44




F. HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANSERTA MASYARAKAT

1. Pihak yang berhak mempunyai hak:
a. Mengetahui rencana penyelenggaraan
pengadaan tanah; dan
b. Memperoleh informasi mengenai
pengadaan tanah
2. Setiap orang wajib mematuhi ketentuan
pengadaan tanah.

3. Peran serta masyarakat, antara lain:
a. Memberikan masukan secara lisan atau
tertulis mengenai pengadaan tanah; dan
b. Memberikan dukungan™ dalam
penyelenggaraan pengadaan tanah 49




G.KETENTUAN PERALIHAN

Saat berlakunya UU No. 2 Tahun 2012:

a’\

proses Pengadaan Tanah yang sedang
dilaksanakan sebelum berlakunya UU ini,
diselesaikan berdasarkan ketentuan
sebelum berlakunya UU ini

. sisa tanah yang belum selesai pengadaannya

dalam proses huruf a di atas, diselesaikan
berdasarkan ketentuan UU ini

peraturan perundang-undangan mengenai
tata cara Pengadaan Tanah dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti dengan yang baru
berdasarkan UU ini. 41



H.KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
diatur dengan Peraturan Presiden, yang
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun
setelah terbitnya UU ini.

42



RENTANG WAKTU PENGADAAN TANAH

104
108

TIM KAJI
KASASI

90
74

KONSULTASI
PUBLIK ULANG

TUN

VERIFIKASI DAN
PERBAIKAN

? 30 60 14 44
PENETAPAN INVENTARISAS| &
PENDATAAN KONSULTASI LOKAS! IDENTIFIKASI,
PENETAPAN PENILAI
AWAL PUBLIK PENGUMUMAN

PERENCANAAN

o <
g °'w<f‘? °‘®§
SR ——
PERSIAPAN

DAN PENILAIAN

PELEPASAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH

118

KASASI

74

MUSYAWARAN
BESAR DAN
BENTUK
GANTI RUGI

PELAKSANAAN

S
& PENYERAHAN
HASIL

WAKTU TERCEPAT: 104 HK (Dengan asumsi tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERLAMA: 242 HK (Dengan asumsi tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERCEPAT: 134 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian dan tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERLAMA: 250 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian dan tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERCEPAT: 238 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian serta tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERLAMA: 492 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian serta tidak ada jeda waktu antar kegiatan)
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